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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSllS
IBUKOTA JAKARTA

PERATlIr.~AN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 290 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA I<ERJA
PAtHI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA =:SA

GUBERNUEPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

'v1enimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah
Nor'lor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Pasal 44 ayat (2) Peraturan Gubernur I\omor 240 Tahun 2014
tentallQ Organisasi dan Tata Kerja Dinas SOSi'31, perlu menetapk<:Hl
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Crganisasi dan Tata Kerja
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

ivlengingat 1. Und,mg-Undang NomoI' 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Caeat;

2. lJ.1dang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Unoang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharae.n
Ne£:3ra;

4. Unc!ang-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. UndBng-Undang NomoI' 29 Tahun 200-' tentang Pemerintahan
Prollinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5ebagai Ibukota Negal'3
Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang NomoI' 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

7. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah .sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Penggarti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya
Peningk<ltan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Nc:·.~aralDaerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejaht~raan Sosial;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang 1\1ilik NegaralDaerah;

19. Peratural1 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T<lhun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ~ebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratllran Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahlln 2011;

20. Peratllran Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pola Org'anisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta~

21. Peratllran Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan
Penyandang Disabilitas;,

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan
Sosial;"

23. Peratllran Daerah Nomor 12 Tahun 2014 1entang Organisasi
Peran9kat Daerah;

24. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman,
Penyusu,lan dan Penerapan Standar Pelayanan;
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25. Peratllran Glibernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Panti Sosial;

26. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan
dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

27. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

ME:netapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TAlA KERJA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
. Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daeraq Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

6. Asisten I(esejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya cl.singkat BKD adalah
Badan ,-<:epegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut
Biro Or~lanisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerilh Khusus Ibukota
Jakarta.

10. Dinas S~)sial adalah Dinas Sosial Provinsi Dael'ah Khusus Ibukota
Jakarta.

11. Kepal3 Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus
Ibuko1.il Jakarta.
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12. Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin adalah Pantl Sosial Bina Netra
Cahaya Batin.

13. Kepaja Panti adalah Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.
I

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutr.ya disingkat UKPD
adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

16. Penyandang Disabilitas Netra adalah mereka yang mengalami
gangguan, hambatan atau kelainan pada fungsi penglihatan
sedernikian rupa, sehingga untuk bisa berkembang atau
menjalankan fungsi hidupnya secara optimal rnemerlukan layanan
khusus.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan PBraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Bina Netra
Cahaya Batin.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Pan~i Sosial Bina Netra Cahaya Batin merupakan Unit Pelaksana
Teklli~, Dinas Sosial dalarn pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra.

(2) Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dipimpin oleh seorang
Kepala Panti yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berad& di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1 ) Panti Sosial Bina Netra Cahaya
melaksanakan kegiatan pelayanan
penyandang disabilitas netra.

Batin
dan

mempunyai
rehabilitasi

tugas
sosial

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),
Pariti Sosial Bina Netra Cahaya Batin menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencan.~ kerja dan anggaran
Pant! Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dol<umen pelaksanaan
anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

c. per yusunan pedoman dan standar teknis pelayanan
k'Olsejahteraan sosial penyandang disabilitas netra;,
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d. pe!aKSanaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi
observasi, identifikasi, seleksi dan motivasi;

e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan
administrasi dan penempatan dalam Panti Sosial Bina Netra
Cahaya Batin;

f. pelaksanaan asessment meliputi penelaahan, pengungkapan
dan pemahaman masalah dan potensi;

g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan
sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;

h. pelaksanaan pembinaan meliputi pendidikan, pembinaan fisik,
bimbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan;

i. pel'aksanaan magang dan/atau kerja sama pembinaan
ketscampilan dengan lembaga lain;

j. pen~loordinasian pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial
dan perlindungan sosial;

k. 'pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga
dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;

I. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi,
asistensi, pemantapan dan terminasi;

m. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
praE,arana dan sarana Panti;

n. pelaksanaan koordinasi, dan pengembangan kerja sama serta
ksrr,itraan dengan lembaga lainnya;

o. pelaksanaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Bina
Netl'a Cahaya Batin;

p. pel2ksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

q. pel2ksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
P:anti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

r. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;

s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina
Netm Cahaya Batin;

t. pelal<sanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti
Sosial Bina Netra Cahaya Batin; dan

u. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan
fe,ngsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

BAB IV

ORGANISASI

',' Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, terdiri
dari:

a. Kepala Panti;
b. Sut'bagian Tata Usaha;
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C. SatJan Pelaksana Pelayanan Sosial;
d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Panti

Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

a. memirnpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Panti .Sosial Bina Netra Cahaya Batin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana
dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaks2nakan koordinasi dan kerja sama clengan SKPD/UKPD
dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbc,gian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam
pelakc,anaan administrasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seoran;) I<epala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Panti.

(3) Subbclgian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan
lin~lkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. rnengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Netra
Cclhaya Batin;

d. rnenyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
:;,esuai dengan lingkup tugasnya;
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e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti
.So sial Bina Netra Cahaya Batin;

h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Bina Netra
Cahaya Batin;

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti
Sosial Bina Netra Cahaya Batin;

j. IllEdaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;

k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
kegiatan serta akuntabilitas Panti Sosial Bina Netra Cahaya
Batin;dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial Illerupakan Satuan Kerja lini
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan sosial.

(2) Satucln Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Panti.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dirr-aksud pad a ayat (2),
bukan jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dirraksud pad a ayat (3),
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dina~;.

(5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :

a. m,myusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahayc Batin sesuai dengan
l.irgkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan ookumen pelaksanaan
anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
pelayanan sosial penyandang disabilitas netra;

d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi
CJbservasi, identifikasi, motivasi dan selek~;i;
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e. rnelaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan
'administrasi serta penempatan dalam Panti Sosial Bina Netra
Cchaya Batin;

f. rr;e·laksanakan asessment meliputi penelaahan, pengungkapan
'dan pemahaman masalah dan potensi;

g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;

h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan;

i. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas
kenidupan sehari-hari (Activity Daily Living);

j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

Bagian Kelima

. , Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

Pasal9

(1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dalam pelaksanaan kegiatan
pern.binaan sosial.

(2) SatlJan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang
Kep'aia Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
ber'tanggung jawab kepada Kepala Panti.

(3) Kepaia Satuan Pelaksana sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),
bukan jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dirnaksud pada ayat (3),
dia:l~lkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

(5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
ar.ggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaye, Batin sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
pembinaan sosial penyandang disabilitas netra;

d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi
observasi, identifikasi, motivasi dan selek~;i;

e. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi
sosial;

f. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga

g. melaksanakan pembahasan kasus;

h.me,Jaksanakan pemberian bantuan ael /okasi dan bantuan
~osial;

I. '.
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i. hlelaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan,
kesenian, keterampilan dan rekreasi;

j. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan
terminasi;

k. rnedaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dapat mempunyai
SUQkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagailT'ana dimaksud pada
ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural
Panti.Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

Pasal11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi
Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sebagai bag ian dari
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.

(2) SUbl(E,lompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan
Fung~,ional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepaaa Kepala Panti.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti
dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial
Bina ~Jetra Cahaya Batin diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai
dengcln ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SASANA BINA NETRA

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan pelayanan
luar Panti, Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batih dapat membentuk
Sasana Bina Netra sesuai dengan perkemb&ngan dan kebutuhan
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sasana Bina Netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Penanggung Jawab selaf.u Pengelola yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung j,·wab kepada Kepala
Panti.
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(3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan
struktural serla diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas
usulKepala Panti.

BAB VI

ESELON

Pasal 13

(1) Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan
Jabatan Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dcilanl melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Bina Netra
Caha'la Batin wajib taat dan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta dan
masyarakat, dalam rangka meningka:kan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina
Netra Cahaya Batin.

Pasal 15

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksanc, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial
Bina Netra Cahaya Batin wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesuai d:mgan ketentuan peraturan perundang-undangan serla
menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, in':egrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas :Ian efisiensi.

Pasal 16

(1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
SOBial Bina Netra Cahaya Batin wajib
me;lQoordinasikan, mengarahkan, memberikan
memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina
kinerja bawahan masing-masing.

pada Panti
memimpin.
bimbingan,

dan menilai

(2) Kepaia Panti, Kepala Subbagian Tata Usah&, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai
paela Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bai:ir wajib mengikuti dan
mematuhi perintah ked inasan atasan masing-masing sesuai
der1garl ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 17

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan FU'lgsional pada Panti
Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah­
langkah 'yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

(1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha para Kepala Satuan
Pelak~;ana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai
pads Danti Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai
den~an ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima
seb"lgai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pasal 19

(1) Sekre··ariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan
refo1Trasi birokrasi terhadap Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana
dim'3ksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pegawai pada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin merupakan
Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. .Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KHja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dim3ksud pada ayat (1),,
dilaKs'anakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawai;3n Panti Sosial Bina
Net-a Cahaya Batin mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah
melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bag ian dari
pembinaan kepegawaian Dinas Sosial.
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BAB IX

KEUANGAN

Pasal 21

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan lungsi Pant' Sosial Bina Netra
Cahaya Batin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimakslld pada ayat (1).
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pe'aturan perundang­
undan(Jan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 22

(1) Pendaoatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan lungsi
Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin merupakan pendapatan
daerar.

(2) Pengerolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per'aturan perundang­
undaRgan bidang keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 23

(1) Aset yang dipergunakan oleh Panti Sosial Bina Netra Cahaya
Batin sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah
dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan saram, kerja sebagaimana
dimak~;ud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan
ketentJan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan
baranfj milik negara/daerah.

Pasal 24

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Panti Sosial Bina
Netra r:ahaya Batin dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan
barafln dari Pihak Ketiga kepada Panti Sosial Bina Netra Cahaya
Batin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan
penerimaan barang daerah.

(2) Pener!maan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
segfira dilaporkan kepada Kepala Dinas selanjutnya dilaporkan
kepad,a Gubernur melalui Kepala BPKJlD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dalam dallar Bara1g Milik Daerah.
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BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

(1) Pallti Sosial Bina Netra Cahaya Batin menyusun dan
meny?mpaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan,
bulandn dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
lapcran:

a.·kepegawaian;

b.keuangan;

c. barang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. ke£,iatan.

Pasal 26

Dalam ran!]ka akuntabilitas Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin
mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bag ian dari
sistem pengendalian internal Dinas Sosial.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawa:;an terhadap Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin
dilaksana',(an oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan
dall tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Panti Sosial Bina Netra
Cahaya Batin diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan
Gubernur t~rsendiri, sesuai dengan kebutuhan, "emampuan keuangan
daerah dan pnoritas daerah.
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BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada f,aat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
NomoI' 59 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, dicabut dan dinyatakan
tidak bmlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttj

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
;:>ada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62157



Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor ,90 TAHUN 2014
Tanggal :11 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid.

BASUKI T. PURNAMA


